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ABSTRAK

Suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau
implementasi. Fenomena masih lemahnya implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan, merupakan sebuah fenomena yang
menarik untuk dijadikan kajian peneclitian lebih mendalam. Berdasarkan survet
pendahuluan, yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaam Masyarakat dan Desa diperoleh
gambaran umum bahwa belum pemah dilakukan pengkajian dan analisis
pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini bertyjuan untuk menganalisis implementasi layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Desain
penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan
penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja
vang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan
fenomena-fenomensa lainnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti
adalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mplementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul belum
optimat dilaksanakan, Pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan,
implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
Kabupaten Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik, tetapi berbagai
masalah masih ditemui, baik yang menyangkut lemahnya regulasi peraturan
daerah, rendahnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor terkait,
maupun permasalahan yang dialami dengan kurang optimalnya kualitas sumber
daya manusia dan kuantitas SDM yang kurang memadai.

Kata kunct: implementasi kebijakan, fayanan keterpaduan, BKB, PAUD,
SDIDTK
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ABSTRACT

A policy is meaningless without implementation. The phenomenon of
weak implementation of BKB, PAUD, and SDIDTK service policies in
Gunungkidul Regency as obtained from the preliminary survey resuits, is an
interesting phenomenon to be a more in-depth study. Based on the preliminary
survey, conducted in the office of Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaam Masyarakat dan Desa, it is
generally accepted that there has never been an assessment and analysis of the
implementation of BKB, PAUD and SDIDTK integrated service policies m
Gunungkidul Regency.

This study aims to analyze the implementation of integrated services
BKB, early childhood, and SDIDTK in Gunungkidul. The research design uses
qualitative research using a case study research approach in the sense of research
focused on 2 single phenomenon chosen and wanted to be understood in depth,
regardless of other phenomena. In this research, the phenomenon to be studied is
the implementation of BKB, PAUD and SDIDTK integrated service policies in
Gunungkidul Regency.

The result of analysis shows that the implementation of BKB, PAUD,
and SDIDTK service policies in Gunungkidul Regency has not been optimally
implemented. In the aspect of organization, interpretation and implementation, the
implementation of BKB, PAUD and SDIDTK service policies in Gunungkidul
Regency has been done well, but various problems are still encountered, including
weak local regulations, low budget support, weak coordination across sectors, as
well as problems experienced by less optimal quality of human resources and
insufficient quantity of human resources.

Keywords: policy itnplementation, service integration BKB, PAUD, SDIDTK
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Yang menyatakan

Asar Janjang Lestart

v

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43251.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Nama : Asar Janjang Lestari

NIM 1 500641332

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB,PAUD,
dan SDIDTK(Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Administrast Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Minggu, 16 Juli 2017
Waktu : 14.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUIJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Drs.Jamaludin,M.Si

Penguji Ahlt
Nama: Prof Dr.Eko Prasojo,Mag.rer.pubt

Pembimbing I
Nama: Prof Dr. Abdul Rohman,M.Si Akt

Pembimbing Il
Nama: Prof Dra.Suciati, M.Sc,PH.D

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43251.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK(Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul)

Penyusun TAPM - Asar Janjang Lestari

NIM : 500641332
Program Studi : Magister Adminitrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu / 16 Juli 2017
Menyetuiui
Pembimbing I
ciati, M.Sc,PH.D Prof D7 Abdulf Rohmap M. Si, Akt
NIP.19520213 198503 2 001 NIP 19660108 1992021 001
Mengetahu,
Ketua Bidang Ilmu Sosial &Iimu Politik 7 "Disektur
Program Magister Administrasi Publik / .. ) Pfégrgfﬁ:"\i?ascasarjana

Q\"\/\/O E‘u_ ey
Dr.Darmanto,M.Ed L ’ "Dr:_'l.iéstfbdono Bawono.M.Si
NIP.19591027 198603 1003 NTP19 B1215 198601 1009

b e st

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43251.pdf

MOTTO

Jika famu berbuat baif berarti famu berbuat haik bagi dir sendlid,
Jika far berbuat jahat mafa kejahatan itn bagi divf sendiri
(8.5, Al Lsra : 7)

nmyuﬁ malam ﬁfﬂg_ya petang
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota
Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dengan Tbu Kota Wonosari, merupakan
kabupaten dengan bentang iuas wilayah administrasi terbesar di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar
1.485,36 km® atau 46,63 persen dari seluruh wilayah daratan Provinsi DIY.
Berdasarkan letak geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09'
LS dan 110°21' BT-110°50" BT. Gambaran wilayah secara administratif Kabupaten
Gunungkidul dapat dilihat pada ganibar peta di bawah, menunjukkan batas wilayah
Kabupaten Gunungkidul yang dapat dirinci sebagai berikut.
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7 Sehelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

47
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Berdasarkan satuan fisiografis Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3
(figa) zona pengembangan, yaitu.

1. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m — 700 m di
atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air
tanah kedalaman 6 m - 12 m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi
latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi
Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian
utara.

2. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosan, dengan
ketinggian 150 m — 200 m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh
asosiasi mediteran merah dan  grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur,
sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu
bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, meskipun airnya kering di musim
kemarau. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m — 120m di bawah permukaan
tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong
bagian tengah, dan Semanu bagian utara.

3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergion
atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m — 300 m di atas permukaan laut.
Batuan dasar pembentuknya adalab batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit
kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini
banyak dijumpai sungai bawah tanah serta telaga genangan air hujan. Zona

Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari,
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Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu

bagian selatan.

Kondist alam -Gunungkidul yang berbukit-bukit mempengaruhi pola

permukiman penduduk yang cenderung memusat dan berkelompok (aglomerated

rural settlement). Permukiman penduduk hampir

seluruhnya merupakan

permukiman pedesaan kecuali yang berada di Kecamatan Wonosari dan Playen

khususnya Desa Wonosari, Kepek dan Baleharjo di Kecamatan Wonosan serta

Desa Logandeng dan Ngawu yang ada di Kecamatan Playen.

Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan dengan

jumlah desa sebanyak 144 (seratus empat putuh empat).

Tabel 4.1 Kondisi Kecamatan dan Desa di Kabupaten Gunungkidul

, 1 Panggang 99,8 | 6,72 : 6
i 3 Purwosari 71,76 4,83 5 32 32
i 31 Paliyan 58,07 | 39t 7 TTseT T TS0
" & | Saptosari 87.83 591 A 60 60
T8 [Tepus 104,91 706" 5 83 83
6 | Tanjungsan 7163 4837 5 72 7
7 | Rongkop 83.46 | 562 8 106 106
{8 | Girisubo 94.57 6.37 8 82" 83
.9 [Semanc 108,30 7,30 5 106 136
10 | Ponjong 104,49 ; 7.03: It 119° 120
11 | Karangmojo 80,12 | 539 91 104 104
12 | Wonosari 75,51 5,08 14 103 ; 151
13 Biayen R T ST
e O Tt e | | s B
T8 Cdargan PR S Gt e
; 6 Naiar B e e -1
i 17 | Ngawen 3,14 6 67 67 |
{ 18| Semin 531 10 116 . 121
.: Jumiah | 1.488,36 ' 100,00 144 1.431 1.525

e memte e i = [ —— e m [ —
Sumber - BPS Kabupaten Gunutighalul, iGunurgpadid Dalarm Angha 300 5}
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B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)
1. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pasal 2 dijelaskan bahwa dinas merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan,
periindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

2. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)

Pada pasal 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016
dijelaskan bahwa dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintaban dan
tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan
desa.

3. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD)
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Pada pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016
dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

4. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan  anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

f. pelaksanaan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan
perempuan dan anak;

g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi,
dan edukasi keluarga berencana;

h. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta
usaha ekonomi desa dan masyarakat;

1. pelaksanaan pembinaan pemerintah desa;

j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
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operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan

m. pengelolaan UPT.,

4. Struktur dan Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016, tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kepa Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, susunan organisasinya terdini dari
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan,
2. Subbagian Keuangan,
3. Subbagian Umum;
b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdin dan:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Anak;
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdini dan:

1. Seksi Pengendalian Penduduk;
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2. Seksi Keluarga Berencana;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi;
2. Seksi Usaha Perckonomian Masyarakat Desa;
¢. Bidang Pemerintahan Desa terdin dan:
I. Seksi Kekayaan Desa;
2. Seksi Keuangan Desa;
3. Seksi Bina Administrasi dan Perangkat Desa.
f. UPT, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi,
informasi, dan edukasi keluarga berencana. Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (pasal 18
Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016).

Selanjutnya pada pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016
dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana,
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b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

C. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi,
dan edukasi keluarga berencana;

e. penyclenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

f penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

g pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdini dani:

a. Seksi Pengendalian Penduduk; dan

b. Seksi Keluarga Berencana.

Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana.

Adapun tugas Seksi Pengendalian Penduduk adalah :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;

c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengendalian

Penduduk;
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d. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi strategi pengendalian penduduk;

¢. melaksanakan fasilitasi penyusunan parameter kependudukan;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan kajian dan analisis dampak
kependudukan;

g melaksanakan pendidikan kependudukan;

h. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kependudukan;

1. melaksanakan penguatan program kependudukan;

j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengendalian
Penduduk;

k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasiconal di bidang pengendalian penduduk; dan

I.  melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengendalian Penduduk.

(pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016)
Seksi Kelnarga Berencana mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana,

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;

¢. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Keluarga Berencana;

d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan partisipasi;

e. melaksanakan pelayanan keluarga berencana;

f. melaksanakan penyuluhan keluarga berencana;

g. melaksanakan advokasi keluarga berencana;

h. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
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i. melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi remaja;

J. melaksanakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang
keluarga berencana;

k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Keluarga Berencana;

I. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan pefunjuk
operasional di bidang keluarga berencana; dan

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Keluarga
Berencana.

(pasal 22 (pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016)
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Pada kelompok BKB Al Ma’ruf Desa Nglipar Kecamatan Ngi ipai' Kabupaten
Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan
SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama;
belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan dilaksanakan sebulan
sekali, di mana layanan PAUD dilaksanakan terpadu dengan layanan BKB.
Adapun layanan SDIDTK dilakukan terpisah di waktu yang berbeda di Posyandu.
Berbeda dengan kelompok BKB Al Ma’ruf, standar operasional pelaksanaan
kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama,
dan di tempaf yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Baitul
Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan. Layanan keterpaduan BKB, PAUD,
SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama.
Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai
dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

Berdasarkan data-data tiap kelompok tersebut di atas, peta pelaksanaan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul
merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkay sasaran di semua desa.
Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan di sebagian besar kecamatan belum

memenuhi standar operasional yang ada.

E. Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
Kabupaten Gunungkidul
Untuk mendapatkan informasi tentang strategi implementasi kebijakan

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, peneliti telah melakukan
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C. Gambaran Umum Informan Penelitian

Untuk keperluan analisis penelitian, pada sub bab berikut diuraikan sekilas
tentang gambaran umum informan penelitian, antara lain mengenai umur informan,
Jjenis kelamin, dan tingkat pendidikan.
1. Umur Informan

Berdasarkan data yang diperoleh, umur terendah informan adalah 30 tahun,
umur tertinggi adalah 55 tahuon. Umur antara 35 s.d 44 tahun merupakan jumlah
informan terbanyak pertama yakni 40%, diikuti informan yang berumur 45-54
tahun sebanyak 30%, informan usia 30-35 tahun sebanyak 20%, dan informan usia
55 tahun ke atas sebanyak 10%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah
ini

Tabel 4.2 Komposisi Informan Berdasarkan Umur

No Rentang Umur Jumlah Informan Persentase
(tahun) (jiwa) (%) ._
1 30 — 34 tahun 8 20 |
2 35— 44 tahun 16 40
3 45 — 54 tahun 12 30
4 55 tahun ke atas 4 10 |
Total 40 100

Sumber : Data primer terolah tahun 2017

2. Jenis kelamin informan

Tabel 4.3 Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Informan Persentase
(iwa) (%)
1 Laki-laki 12 30
2 Perempuan 28 70
Total 40 100 |

Sumber : Data primer terolah tahun 2017
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Dan data tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar (70%) informan
berjenis kelamin perempuan. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran wanita

dalam pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
cukup besar.

3. Pendidikan informan

Tabel 4.4 Komposisi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat pendidikan Jumlzh Informan Persentase
(jiwa) (%)
1 SLTA 24 60
2 Sarjana DIII/S1 12 30
3 Sarjana S2 4 10
Total 40 100

Sumber ; Data pnmer terolah tahun 2017

Dari tabel di atas, memperlihatkan persebaran informan berdasarkan tingkat
pendidikan. Informan terbesar adalah pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak
60%, berpendidikan Sarjana DIII/S1 sebanyak 30% dan yang berpendidikan S2

sebanyak 10%.

D. Peta dan Kondisi Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul

Kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan di

semua wilayah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Dalam pelaksanaan program

fayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, terdapat 1 kelompok keterpaduan

di masing-masing kecamatan. Persebaran kelompok keterpaduan di masing-masing

kecamatan, bisa dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.5 Lokasi Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten

Gunungkidul

NO | NAMA KELOMPOK BKB HORASI
DESA KECAMATAN

1. | BKB Cempaka Patuk Patuk
2. | BKB Mawar Kampung Ngawen
3. | BKB Blewah Nglen Playen
4, | BKB Menur Hargosari Tanjungsari
5, | BKB Melati Handayani Wonosari Wonosari
6. | BKB Qurota A’yun Sumber Kidul Ponjong
7. | BKB Sejahtera Ngeposari Semanu
8. | BKB Mekarsai Jetis Saptosari
9. | BKB Menur Ngalang Gedangsart
10. | BKB Puspa Mekar Giricahyo Purwosari
1. | BKB Ngudi Rahayu Bendung Semin
12. | BKB Cerdas Tileng Girisubo
13. | BKB Amanah Girimulyo Panggang
14. | BKB Kasih Ibu Giripanggung Tepus
15. | BKB Makanthi Bohol Rongkop
16. | BKB Cerdas Sumberejo Karangmojo
17. | BKB Al Ma’'ruf Nglipar Nglipar
18. | BKB Baitul Hikmah Mulusan Paliyan

masing-masing desa bisa dilihat pada peta berikut ini.

Sumber : Data primer terolah tahun 2017

251 pof

Peta lokasi persebaran layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
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Peta 4.1 Peta lokasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah
Kabupaten Gunungkidul

Coanlee=r

BKE Boftuf Hikmah

Berdasarkan peta tersebut, persebaran layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul merata di semua wilayah kecamatan.

Persebaran lokasi layanan belum menjangkau seluruh desa yang ada.
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Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
berbeda-beda di masing-masing lokasi. Berdasarkan wawancara dan observasi,
terdapat tiga pola keterpaduan :

1. BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu dan tempat yang
sama. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan.

2. BKB dan PAUD dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang
sama sedang SDIDTX dilaksanakan terpisah di Posyandu pada waktu dan
tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan

3. BKB dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang
sama sedang PAUD dilaksanakan terpisah pada waktu dan tempat yang
berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan

Berdasarkan buku panduan pelaksanaan BKB, PAUD, SDIDTK (BPMPKB,
2013), standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB,
PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat
yang sama. Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa pola ideal baru dilakukan di
10 kelompok dari 18 kelompok layanan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa
pada dataran pelaksanzan program dan kegiatan di lini lapangan, kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum terlaksana secara optimal.

Pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di masing-
masing lokasi yang diteliti menunjukkan kondisi yang beragam. Standar
operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, PAUD, dan
SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Di

BKB Cempaka Desa Patuk Kecamatan Patuk standar operasional ini sudah
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terlaksana. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan
sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya
layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK
dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Pada kelompok BKB
Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul, standar
operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum bisa
dilaksanakan dengan baik. Layanan dilaksanakan 1-2 kali sebulan dengan
keterpaduan pada layanan PAUD dan BKB. Adapun layanan SDIDTK
dilaksanakan di Posyandu di waktu dan tempat yang berbeda.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK
dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa
dilaksanakan dengan baik di BKB Blewah Desa Ngleri Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul. Di kelompok im, layanan SDIDTK dan BKB
dilaksanakan bersamaan dan terpadu di Posyandu sebulan sekali sedangkan
layanan PAUD dilaksanakan terpisah di lokasi lain dan di waktu yang berbeda
juga. Walaupun demikian sudah terdapat koordinasi pada tingkat kader pelaksana
untuk menguatkan keterpaduan program. Demikian juga di BKB Menur Desa
Hargosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, standar operasional
layanan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan dengan
operasional pelaksanaan di waktu yang sama dan di tempat yang sama dilakukan
untuk layanan SDIDTK dan BKB sebulan sekali. Adapun layanan PAUD

dilaksanakan pada hari yang berbeda di tempat yang berbeda pula.
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Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK
dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama, sudah bisa
dilaksanakan dengan baik di BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan
Wonosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan
sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya
layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK
dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Hal ini terjadi juga di
BKB Qurota A’yun Desa Sumber Kidul Kecamatar Ponjong Kabupaten
Gunungkidul. Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan
SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama;
sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Qurota A’yun Desa Sumber Kidul
Kecamatan Ponjong. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan
scbulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis
operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan
kegiatan SDIDTK dan BKE. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK
dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa
dilaksanakan dengan baik di BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu.
Layanan keterpaduan dengan operasional pelaksanaan di waktu yang sama dan di
tempat yang sama dilakukan sebulan sekali untuk layanan SDIDTK dan BKB.
Adapun layanan PAUD dilaksanakan pada han yang berbeda di tempat yang
berbeda pula. Kondisi serupa terjadi di BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan

Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Standar operasional pelaksanaan kegiatan
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BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di
tempat yang sama, cukup bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Mekarsan Desa
Jetis Kecamatan Saptosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK
dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis
operasionainya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan
kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.
Kegiatan belum terlaksana dengan rapi karena jumlah kader tidak berimbang
dengan jumlah sasaran dan sarana prasarana yang ada.

Pada kelompok BKB Menuwr Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD,
dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang
sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan BKB, PAUD,
SDIDTK diiaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama.
Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai
dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

Penggalian data di BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari
Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kondisi yang baik. Standar operasional
pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu
yang sama, dan di tempat yang same; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di
BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari. Layanan keterpaduan
BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di
ternpat yang sama. Pada teknis operasicnalnya layanan PAUD dilaksanakan

terlebih dabulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan
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berlangsung dari pagi sampai siang. Adapun di BKB Ngudi Rahayu Desa
Bendung Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, standar operasional
pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu
yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik.
Layanan PAUD dilaksanakan pada hari yang sama di tempat yang berbeda pada
pagi hari. Selanjutnya layanan BKB dan SDIDTK di Posyandu dilaksanakan pada
hari yang sama di waktu dan tempat yang berbeda.

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK
dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa
dilaksanakan dengan baik di BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Girisubo.
Layanan keterpaduan PAUD dan BKB dilaksanakan sebulan 1-2 kali. Posyandu
dilaksanakan pada hari yang sama di waktu dan tempat yang berbeda. Di sisi yang
lain standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK
dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa
dilaksanakan dengan baik di BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang.
Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di
waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD
dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB.
Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

BKB Kasih Tbu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten
Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan
SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama,

sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan BKB, PAUD,
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SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama.
Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai
dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang.

BKB Makanthi yang berlokasi di Desa Bohol Kecamatan Rongkop
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kelompok yang sedang
dikembangkan untuk menjadi model di kecamatan. Standar operasional
pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu
yang sama, dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di
BKB Makanthi Desa Bohol Kecamatan Rongkop. Layanan keterpaduan BKB,
PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang
sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu
dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan beriangsung dan pagi
sampai siang. Walaupun demikian kegiatan belumn terlaksana dengan baik karena
keterbatasan jumlah kader yang tidak berimbang dengan jumlah sasaran.
Kelompok ini juga belumn stabil melaksanakan layanan tiap bulannya.

BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo Kabupaten
Gunungkidul merupakan BKB rintisan di Kecamatan Karangmojo. Standar
operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan
bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan
dengan baik di BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo. Layanan
keterpaduan dilaksanakan sebulan sekali, di mana layanan PAUD dilaksanakan di
gedung PAUD lalu setelahnya layanan BKB dilakukan bersama dengan SDIDTK

di Posyandu.
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pengumpulan data yang terdin dari tiga aspek yaitu . pertama organisasi yang
terdiri dari struktur organisasi, sumber daya manusia serta didukung perangkat
hukum yang jelas, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan, petuniuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga
pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal
kegiatan.

1. Aspek Organisasi

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya
manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-
alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Berdasarkan
wawancara dengan beberapa informan diperoleh data bahwa struktur organisasi
memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan
kerangka pedoman kerja bagi pegawai/pelaksana guna mengimplementasikan
kebijakan sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 tanggal 18 April 2017
menyatakan bahwa: semenjak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan KB berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan
Ketentuan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terbentuklah Peraturan
Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Qrganisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pembterdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Perubahan

kelembagaan dari badan ke dinas memben kejelasan aspek organisasi
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Implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
diampu oleh bidang pengendalian penduduk dan KB terutama pada seksi
Keluarga Berencana dan pada pelaksanaan di lini lapangan berkoordinasi
dengan rumpun jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Sclanjutnya wawancara dengan informan 2 pada tanggal 21 Apnl 2017
menyatakan bahwa struktur organisasi sudah ada, sejak penataan kelembagaan
dan pejabat pada bulan Januari 2017, organisasi menjadi makin rapi. Terdapat
masalah terkait implementasi kebijakan di lin1 lapangan, di mana sumber daya
manusia masih terbatas. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) belum
berimbang dengan jumlah desa yang ada. Selain itu kader BKB yang terlatih
juga masih terbatas.

Dari wawancara dengan informan 1 dan informan 2 ini diperoleh data
bahwa dari sisi organisasi struktur organisasi sudah tertata berikut tugas dan
fungsinya. Adapun pada sisi sumber daya manusia, dukungannya belum optimal
baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Wawancara dengan beberapa informan yang lain dari lint lapangan (para
PKB) menyatakan bahwa pada aspek regulasi, implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum didukung oleh peraturan yang
jelas di tingkat kahupaten. Belum ada Peraturan Dacrah maupun Keputusan
Bupati yang mengatur implementasi kebtjakan 1 di lini lapangan,

Menurut para informan dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK diperlukan kader yang memiliki pemahaman tentang

perkembangan anak usia dini secara holistik integratif serta pengetahuan tentang
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pengelolaan layanan keterpaduan ini. Pada kenyataannya pelaksanaan layanan
keterpaduan dilaksanakan oleh para kader yang sebagian besar belum terlatih.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancarz dengan informan 21 selaku kader
(tanggal 2 Mei 2017) yang disetujui oleh beberapa informan kader dar
kelompok lain, Informan 21 mengatakan:

“Ya... selama ini pelaksanaaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
dilakukan oleh para para kader. Kegiatan dilaksanakan sebulan sekali. Di
kelompok kami ada 10 kader, yang terlatih baru 2 orang, Modalnya semangat
dan kesungguhan mengabdi ke masyarakat”.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya
manusia yang berada di pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK masih terbatas. Jumlah PNS PKB terbatas, di mana 1
PKB bisa mengampu 1-3 desa. Selain itu sumber daya kader yang telah
mendapatkan pelatihan juga terbatas,

Adapun di lokasi pelaksanaan kegiatan, berdasar hasil pengamatan dan
analisa data diperoleh gambaran yang berbeda-beda. BKB Cempaka Desa Patuk
Kecamatan Patuk memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat
Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan
keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12
orang dengan 3 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB
kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua
hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak
sebagai sarana pantanan perkembangan anak, buku catatan pantauan

perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan
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edukatif. BKB Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen memiliki struktur
organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi
surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya
kader sebagat tenaga pelaksana ada 12 orang tetapi belum memiliki kader
terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari
buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong
wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana
yvang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing
layanan.

BKB Blewah Desa Ngleri Kecamatan Playen memiliki struktur organisasi
yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat
keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader
sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader inti dan baru 2 kader
terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari
buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong
wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana
yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing

layanan.
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BKB Menur Desa Hargosan Kecamatan Tanjungsari memiliki struktur
organisasi yang telah disahkan melalut Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi
surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya
kader sebagai tenaga pelaksana ada 10 orang belum memiliki kader terlatih.
Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku
panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat
sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana
yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing
layanan.

BKB Melati Handayani Desa Wonosar Kecamatan Wonosari memiliki
struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan juga ada. Sumber daya
kader sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan $ kader inti dan semua kader
terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dant
buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong
wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantausn perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. BKB Qurota
A’yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong memiliki struktur organisasi
yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat

keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader
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sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader terlatih. Perlengkapan
kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan
pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai
media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan
perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat
ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

Pada kelompok BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu
memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan
Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum
ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang dengan 6 kader
terorientasi dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki
berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku
menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan,
kanu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan
pantanan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat
permaianan edukatif. Sebagian perlengkapan yang dimiliki sudah rusak dan
tidak layak pakai.

BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari memiliki struktur
organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi
surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya
kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang 6 kader terlatih. Perlengkapan
kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan

pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai
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media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan
perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat
ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Adapun BKB Menur Desa
Ngalang Kecamatan Gedangsari memiliki struktur organisasi yang telah
disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang
menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga
pelaksana ada 9 orang dan baru 2 kader terlatih. Sebagian kader sudah pernah
mendapatkan orientasi kegiatan. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa
BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi
orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu
kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan
pantavan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat
permainan edukatif.

BKB Puspa Mekar Desa Gircahyo Kecamatan Purwosari memiliki
struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber
daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang belum ada kader terlatih, tapi
semua kader sudah pernah mendapatkan orentasi kegiatan. Perlengkapan
kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan
pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai
media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan
perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat

ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif BKB Ngudi Rahayu Desa
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Bendung Kecamatan Semin memiliki struktur organisasi yang telah disahkan
melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi
layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana
ada 12 orang sudah pemah mendapatkan orientasi kegiatan dan baru 2 kader
terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari
buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong
wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permaianan edukatif. Sarana prasaran
yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing
layanan.

Kelompok BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Ginsubo memiliki
struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber
daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 13 orang dengan 5 kader terlatih.
Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dan buku
panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat
secbagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Kelompok yang
lain adalah BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten
Gunungkidul. BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang memiliki

struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
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Tetapi surat keputusan yang mepaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber
daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 10 orang, 6 orang sudah mendapatkan
orientasi kegiatan dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki
berupa BKB kit yang terdiri dan buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku
menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan,
kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan
pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tnggi badan, dan alat
permainan edukatif.

BKB Kasih Ibu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus memiliki struktur
organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi
surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya
kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang sudah pernah mengikut: kegiatan
orientasi program. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang
terdini dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat,
kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai
sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan
anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Kondisi
berbeda ada di BKB Makanthi Desa Bohol Kecamatan Rongkop yang memiliki
struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber
daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 14orang dengan 4 kader terlatih.
Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku

panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat
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sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,
timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo belum memiliki
struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Surat keputusan yang menaungt layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya
kader sebagai tenaga pelaksana ada 8 orang. Perlengkapan kegiatan yang
dimiliki berupa BKB kit yang terdini dari buku panduan pelaksanaan kegiatan,
buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan
kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak,
buku catatan pantavan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan,
dan alat permainan edukatif. Sarana prasaran yang dimiliki tersebut belum
terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan. BKB Al Ma’ruf Desa
Nglipar Kecamatan Nglipar memliki struktur organisasi yang telah disahkan
melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi
layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana
ada 14 orang dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki
berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku
menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan,
kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan
pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat

permainan edukatif.
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BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan memitiki struktur
organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi
surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya
kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang dengan 4 kader terlatih.
Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dani buku
panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat
sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana
pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak,

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif.

2. Interpretasi

Dalam hal interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat
berwewenang.

Berdasarkan wawancara dengan informan kader pelaksana, diperoleh data
bahwa di semua lokasi keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sudah
mendapatkan BKB kit yang berisi buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku
menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan,
kartu kembang anak sebagai sarana pantanan perkembangan, serta alat
permainan edukatif. Dalam pelaksanaan kegiatan, kader berusaha melaksanakan
sesuai panduan dan petunjuk pelaksanaan, Panduan dan petunjuk pelaksanaan

kegiatan itu sudah dimiliki oleh semua kelompok.
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Berdasar hasil pengamatan dan analisa data diperoleh gambaran bahwa
kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai denmgan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan adalah :BKB Cempaka Desa Patuk
Kecamatan Patuk, BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan
Wonosari, BKB Qurota A’yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong, BKB
Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari, BKB Menur Desa Ngalang
Kecamatan Gedangsari, BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan
Purwosari, BKB Amanah Desa Girimulye Kecamatan Panggang, BKB Kasih
Ibu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus, BKB Makanthi Desa Bohol
Kecamatan Rongkop, BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan.

Adapun kelompok yang masih memiliki keterbatasan dan belum
melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
kegiatan adalah . BKB Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen, BKB Blewah
Desa Ngleri Kecamatan Playen, BKB Menur Desa Hargosart Kecamatan
Tanjungsari, BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu, BKB Ngudi
Rahayu Desa Bendung Kecamatan Semin, BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan
Girisubo, BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmoejo, BKB Al Ma’ruf

Desa Nglipar Kecamatan Nglipar.

3. Pelaksanaan
Pelaksanan disini dimaksudkan apakah peraturan/kebijakan berupa
petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis tefah berjalan sesuai dengan ketetentuan.

Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur
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kepa yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan
kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut. Dari hasil
wawancara dengan kader pelaksana dapat disimpulkan bahwa prosedur
pelaksanaan kegiatan baru sebagian yang telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya dengan berbagai keterbatasan karena masing-masing personil belum
sepenuhnya paham ketugasannya dan di beberapa lokasi jumlah kader tidak
proporsional dibanding jumiah sasaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti jumlah tenaga kader yang terlatih dan
memiliki ketrampilan dalam pengelolaan kelompok masih sangat kurang. Selain
itu hampir semua kelompok belum memiliki program kerja yang terstruktur.
Jadwal kegiatan sudah ada tetapi tidak tertib dilaksanakan. Hanya 7 dari 18
kelompok keterpaduan yang ada yang tertib dan disiplin melaksanakan program
sesuai jadwal. Prosedur kerja dan program kerja layanan keterpaduan yang

merupakan rumusan kelompok di 18 kelompok belum tersusun.

F. Masalah Yang Ada Terkait Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan kepada informan Penyuluh

KB, berbagai permasalahan ditemui dalam implementasi kebijakan layanan

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul

dilakukan oleh para kader yang sebagian besar belum mendapatkan pelatihan

intensif. Terjadi regenerasi kader di mana kader terlatih sebagian sudah tidak aktif
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lagi. Selain itu belum ada regulasi berupa peraturan daerah atau keputusan Bupati
yang mengatur secara legal formal segala hal terkait implementasi kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Hal
ini membeni dampak pada lemahnya kekuoatan kebijakan dan dukungan anggaran
pada implementasi kegiatan dt lini lapangan.

Permasalahan lain yang ditemui menyangkut lemahnya koordinasi dan
konsolidasi lintas sektor yang terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidu!; di mana dalam dataran
teknis kebijakan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah DP3AKBPMD, Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan TP PKK. Rendahnya
daya dukung anggaran dari pemerintah untuk terlaksananya implementasi kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
Sumber daya manusia pelaksana implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK masih terbatas baik pada sist kualitas maupun
kuantitas, baik di jajaran organisasi perangkat daerah, petugas fungsional di lini
lapangan, maupun kader pelaksana di masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam wawancara tanggal 3 Mei 2017,
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan
belum adanya produk perundangan berupa peraturan daerah sebagai salah satu
masalah utama dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
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Pada lini lapangan pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok kegiatan,

kader pelaksana di kelompok BKB menyebutkan berbapai masalah yang ditemui

sebagai berikut :

Tabel 4.6 Permasalahan yang ditemui kelompok

NO | NAMA KELOMPOK BKB

PERMASALAHAN

1. | BKB Cempaka

Minrmnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari

pemerintah,

2. | BKB Mawar

Minimnya kader terlatih, , minimnya
dana dari pemerintah.

3, BKB Blewah

Minimnya kader terlatih, jumiah kader
tidak berimbang dengan jumlah sasaran,
minimnya dana dan pemerintah,

4 | BKB Menur

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dan
pemerintah,

5, | BKB Melati Handayani

Minimnya pendampingan dari petugas,
kurangnya sarana prasarana, minimnya
dana dari pemerintah, sulitnya
pengkaderan (kader senior sudah mulai
pensiun)

6. | BKB Qurota A’yun

Minimnya kader terlatih, minimnya dana
dari pemerintah.

7. | BKB Sejahtera

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari
pemerintah, keterbatasan SDM pengelola.

8. BKB Mekarsari

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, mimmnya dana dari
pemerintah.

9. BKB Menur

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari
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10.

BKB Puspa Mekar

-Minimnya kader terlatih, kurangnya

sarana prasarana, minimnya dana dari
pemerintah, kesulitan mengelola kegiatan
karena kader merangkap berbagai
kegiatan sekalgus di masyarakat.

11

BKB Ngudi Rahayu

Minimnya kader terfatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari
pemerintah.

12,

BKB Cerdas

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dan
pemerintah.

13.

BKB Amanah

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarang, minimnya dana dar
pemerintah.

14.

BKB Kasih Ibu

Minimnya kader terlatih, kurangnya
saraua prasarana, minimnya dana dari
pemerintah.

15.

BKB Makanthi

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari
pemerintah,

16.

BKB Cerdas

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari
pemerintah.

17.

BKB Al Ma’ruf

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dari
pemerintah.

18.

BKB Baitu! Hikmah

Minimnya kader terlatih, kurangnya
sarana prasarana, minimnya dana dan
pemerintah.

&35 pdf

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa masalah utama dalam implementasi

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ada pada 3 hal utama yaitu :
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1. Aspek regulasi dengan belum adanya produk perundangan baik berupa peraturan
daerah maupun keputusan bupati yang secara legal formal mengatur implementasi
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDIDTK ini di wilayah
Kabupaten Gunungkidul.

2. Aspek pendanaan dengan minimnya anggaran dari pemerintah maupun swadaya
masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK ini di masyarakat.

3. Aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Faktor-faktor atau dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan adalah tujuan dan sasaran kebijakan, struktur organisasi,
sumberdaya baik dana maupun sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan,
kondisi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Meter dan
Van Hom (1975) bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya,
hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi
dan politik, dan disposisi implementor. Berdasar data permasalahan tersebut di atas,
nampak bahwa keberhasilan implementasi kebijakan belum optimal. Pada aspek
sumber daya, masih banyak kelompok layanan yang belum memiliki sumber daya
terlatih, sumber daya penganggaran juga terbatas. Hubungan antar organisasi di
tingkat kabupaten dengan kelompok layanan lebih bersifat koordinatif dan
pembinaan. Secara legalitas belum semua kelompok layanan memiliki ketetapan
hokum sebagai organisasi, belum ada SK dan pemerintah desa maupun instansi

terkait.
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G. Tindakan yang diambil untuk mengatasi Masalah Implementasi Kebijakan
Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK

Pada dataran kebijakan di level pelaksana di dinas, berbagai upaya dilakukan
untuk mengatasi masalah yang ada. DP3AKBPMD sebagai organisasi perangkat
daerah melakukan inovasi pola pelatihan SDM pelaksana; di mana pada satu fase
pelatihan dilakukan secara intensif kepada beberapa kelompok saja dengan
melibatkan semua kader/pengelola di kelompok yang terpilih. Dengan pola ini
diharapkan wawasan dan skills kader akan lebih merata. Di sisi yang lain,
dilakukan pola kemitraan dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dengan pihak swasta dan
lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah melahu dinas juga memotivasi pelaksana
di lini lapangan dalam forum musrenbang di desa untuk bisa melakukan advokasi
dan komunikasi guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah desa
melalui alokasi dana desa dalam rangka implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun di lini kader pelaksana, informan menyatakan bahwa kader berusaha
meningkatkan pemahaman secara mandiri dengan forum-forum diskusi dt
masyarakat. Selain itu di beberapa lokasi (Semanu, Ponjong, Wonosari, Panggang,
dan Tepus) juga berusaha menggali dana swadaya dari masyarakat. Komunikasi,
informasi, dan edukasi dari Penyuluh KB dan para kader pelaksana kepada
masyarakat juga dilakukan sebagali upaya mendukung implementasi kebijakan

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.
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Lebih lanjut penggalian data kepada para Penyuluh Keluarga Berencana
sebagai petugas fungsional sumber daya manusia di lini lapangan, menunjukkan
tindakan yang diambil untuk menpatasi masalah implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK meliputi : melakukan strategi pembinaan
rutin kepada kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK,
melaksanakan mekanisme operasional untuk koordinasi dan konsolidasi rutin di lini
lapangan berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa, pertemuan kader,
dan kunjungan ke kelompok. Para Penyuluh KB juga memfasilitasi pelaksanaan
orientasi dan pelatihan kader keterpaduan baik di tingkat kabupaten, kecamatan
maupun desa, melakukan upaya pengembangan kelompok kegiatan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK agar persebarannya lebih meluas di
wilayah kerja, dan membersamai upaya advokasi dan pendekatan kepada
pemerintah desa untuk mengakses alokasi dana desa bagi pelaksanaan kegiatan
keterpaduan ini.

Pada dataran operasional teknis ketugasan, Penyuluh KB melaksanakan tugas
pokok dan fungsi dalam jabatan fungsional penyuluh KB dengan baik, utamanya
pada fungsi penyuluhan/KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta pelayanan
yang terkait implementasi layanan ketcrpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah kerja. Selain itu juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja

Berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah implementasi
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut cukup efektif

mengatasi masalah walaupun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil
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observasi dan wawancara dengan informan 2, dalam jangka pendek yang dirasakan,
beberapa tindakan yang dilakukan terutama pada pengelolaan pelatihan kader
cukup efektif untuk mengatasi masalah yang ada utamanya pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Untuk masalah penganggaran yang terbatas,
berbagai tindakan yang dilakukan dirasa belum efektif, Diperlukan kesadaran dan
kepedulian berbagai pihak akan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK baik pada dataran regulasi berupa peraturan perundangan
tingkat dacrah maupun dukungan anggaran.

Adapun berbagai tindakan yang dilakukan oleh petugas fungsional lini
lapangan cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan
implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di lini lapangan.
Terbukti layanan keterpaduan ini tetap berlangsung secara rutin di masing-masing
kelompok walaupun kurang berkembang dan masih memiliki banyak keterbatasan.
Belum ada tindakan nyata yang ditempuh untuk mewujudkan adanya regulasi
berupa peraturan daerah atau keputusan bupati tentang layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Tindakan yang ditempuh tidak
efektif untuk mengatasi permasalahan aspek regulasi sehingga berdampak pula

pada belum teratasinya masalah dukungan anggaran dari pemerintah.
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BABY

PENUTUP

a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dapat
diperoleh kesimpulan sebapai berikut
1. Mengacu pada peta dan kondisi implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan
bahwa implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
belum optimal dilaksanakan. Lokasi pelaksanaan sudah merata di semua wilayah
kecamatan tetapi persebarannya masih belum mencakup seluruh wilayah desa.
Terdapat 18 lokasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 18 desa,
sekitar 12,5% dari total 144 desa yang ada. Kondisi pelaksanaan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK juga belum optimal, di mana model
utama keterpaduan dilaksanakan di waktu dan tempat yang sama belum
dilakukan oleh semua kelompok. Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK berbeda-beda di masing-masing lokasi. Secara
umum terdapat tiga pola keterpaduan ;
a). BKB, PAUD, dan SDIDTX dilaksanakan terpadu di waktu dan tempat yang
sama. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan.
b). BKB dan PAUD dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang
sama sedang SDIDTK dilaksanakan terpisah di Posyandu pada waktu dan
tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan
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c). BKB dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat
yang sama sedang PAUD dilaksanakan terpisah pada waktu dan tempat
yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan

Standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegatan BKB,

PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di

tempat yang sama. Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa pola ideal baru

dilakukan di 10 kelompok dari 18 kelompok layanan yang ada. Hal ini
menurjukkan bahwa pada dataran pelaksanaan program dan kegiatan di lini
lapangan, kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum

terlaksana secara optimal.

2. Berdasar pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan, implementasi
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik. Setiap organisasi harus
memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas
sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung
dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi memberikan gambaran
yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja bagi
pegawai/pelaksana guna mengimplementasikan kebijakan sesuai visi dan misi
Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK diampu oleh bidang
pengendalian penduduk dan KB terutama pada seksi Keluarga Berencana dan

pada pelaksanaan di lini lapangan berkoordinasi dengan rumpun jabatan
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fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pada aspek organisasi, struktur
organisasi sudah tertata berikut tugas dan fungsinya. Adapun pada sisi sumber
daya manusia, dukungannya belum optimal baik dan segi kuantitas maupun dari
segi kualitas. Jumlah sumber daya manusia yang berada di pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK inasih terbatas.
Jumiah PNS PKB terbatas, di mana | PKB bisa mengampu 1-3 desa. Selain itu
sumber daya kader yang telah mendapatkan pelatihan juga terbatas. Pada aspek
regulasi, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK belum didukung oleh peraturan yang jelas di tingkat kabupaten. Belum
ada Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi
kebijakan ini di lini lapangan. Pada lini kelompok pelaksana layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, hampir semua kelompok memiliki
struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Semua
kelompok telah memiliki periengkapan kegiatan yang dipertukan berupa BKB
kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua
hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak
sebagai sarana pantauan perkembangan apak, buku catatan pantauan
perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan

edukatif.
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3. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama dalam implementasi kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul
adalah :

a) Aspek regulasi, dengan belum adanya produk perundangan baik beripa
peraturan daerah maupun keputusan bupati yang secara legal formal mengatur
implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDIDTK ini
di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

b) Aspek pendanaan dan dukungan anggaran, dengan mintmnya anggaran dari
pemerintah maupun swadaya masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 1ni di masyarakat.

c) Aspek sumber daya manusia, berupa kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia pelaksanan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB,
PSUD, dan SDIDTK imt di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang belum
memada.

d) Lemahnya koordinasi dan konsolidasi lintas sektor yang terkait implementasi
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul, di mana dalam dataran teknis kebijakan ini melibatkan
Organisasi Perangkat Daerah DP3AKBPMD, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga, Dinas Kesehatan, dan TP PKK.

4. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah

implementasai kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di

Kabupaten Gunungkidul antara lain :
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a) Pemegang kebijakan : melakokan inovast pola pelatihan SDM pelaksana,
melakukan kemitraan dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidu! dengan pihak swasta
dan lembaga swadaya masyarakat, memotivasi pelaksana di lini lapangan
dalam forum musrenbang di desa untuk bisa melakukan advokasi dan
komunikasi guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah desa
melalui alokasi dana desa.

b) Kader pelaksana : berusaha meningkatkan pemahaman secara mandir
dengan forum-forum diskusi di masyarakat, berusaha menggali dana
swadaya dari masyarakat.

¢) Petugas fungsional di lini lapangan : melakukan strategi pembinaan rutin
kepada kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK;
melaksanakan mekanisme operasional untuk koordinasi dan konsolidasi
rutin di lini lapangan berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa,
pertemuan kader, dan kunjungan ke kelompok; memfasilitasi pelaksanaan
orientasi dan pelatihan kader keterpaduan baik di tingkat kabupaten,
kecamatan maupun desa, melakukan upaya pengembangan kelompok
kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK agar
persebarannya lebih meluas di wilayah kerja; membersamai upaya advokasi
dan pendekatan kepada pemerintah desa untuk mengakses alokasi dana desa
bagi pelaksanaan kegiatan keterpaduan ini; melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dalam jabatan fungsional penyuluh KB dengan baik, utamanya pada

fungsi penyuluhan/KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta
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pelayanan yang terkait implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah kerja, melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi

kepiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja

5. Berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah implementasi
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut cukup
efektif mengatasi masalah walaupun belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan
pelatihan kader cukup efektif untuk mengatasi masalah yang ada utamanya pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk masalah penganggaran yang
terbatas, berbagai tindakan yang dilakukan belum efektif mengatasi masalah,
Adapun berbagai tindakan yang dilakukan oleh petugas fungsional lini lapangan
cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan implementasi
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di lini lapangan. Tindakan
yang ditempuh tidak efektif untuk mengatasi permasalahan aspek regulasi
sehingga berdampak pula pada belun teratasinya masalah dukungan anggaran

dari pemerintah.

b. Implikasi Teoritis
Hasil penelitian im diharapkan dapat memberikan implikasi secara teomntis
dalam rangka pengembangan ilinu pengetahuan khususnya terkait ilmu kebijakan
publik. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu terkait

pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara terpadu. Pada hasil penelitian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



6%251 pdf

ini dapat diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan
mendukung beberapa teon yang telah disampaikan pada bagian awal penelitian,

Hal penting yang berhubungan dengan implikasi teoritis penelitian ini dapat
dijabarkan adalah bahwa suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya
pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan. DP3AKBPMD sebagai pelaksana
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan
pendapat dan Anderson (2014) bahwa: “Dimensi paling intt dari kebijakan publik
adalah proses kebijakan“. Dalam hal ini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah
proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke
bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk.
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh implementing
agency, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DP3AKBPMD sebagai bagian dan
birokrasi pemerintah dacrah),

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor-faktor atau dimensi yang
berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalah tujuan dan
sasaran kebijakan, struktur organisasi, suinberdaya baik dana maupun sumber daya
manusia sebagai pelaksana kebijakan, kondisi sosial inasyarakat. Hal ini sejalan
dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ada 6 faktor yang
mempengaruhi keberhasilan impiementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran
kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana,

kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposis: implementor.
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Dalam penelitian ini juga tergali teoni yang disapaikan oleh Jones (1994)
tentang tiga pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi,

dan pelaksanaan.

¢. Implikasi Kebijakan

1. Untuk menguatkan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah perlu menginisiasi
produk peraturan daerah untuk diajukan ke legislatif sehingga kebijakan ini bisa
dilaksanakan dengan lebih masif mengingat kebermanfaatannya di masyarakat.
Produk peraturan daerah ini diharapkan akan mempengaruhi kebijakan
penganggaran dan penetapan prioritas program pembangunan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

2. Sinergisitas berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun sektor ketiga bisa
dikuatkan puna mengatasi permasalahan vyang ada terkait implementasi
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten

Gunungkidul.

d. Keterbatasan dan Hambatan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur
ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan diantaranya :
1. Penelitian ini memiliki keterbatasan jangkauan wilayah penelitan di mana
dalam penelitian ini terfokus di DP3AKBPMD dan perangkat pelaksana di

bawahnya.
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2. Penelitian ini memiliki keterbatasan juga dalam eksplorasi lebih lanjut hambatan
dalam penetapan regulasi tentang Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggalian dan analisa data-data

kuantitatif yang terakses.

e. Saran

1. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, perlu dilakukan penelitian
sejenis dengan lokasi penelitian lintas sektor di Dinas Kesehatan dan Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang secara teknis memiliki tugas dalam
pelaksanaan program SDIDTK dan PAUD.

2. Diperlukan penelitian lain untuk mendalami hambatan dalam penetapan
regulasi tingkat pemerintah daerah terkait kebijakan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK. Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan
penelitian dengan tema yang sama, diharapkan melakukan penelitian lebih
mendalam terkait hal ini.

3. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan tema yang sama bisa melakukan
penelitian dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan data dan analisis

berbasis kuantitatif
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PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini merupakan cara untuk menggali informasi mengenai pendapat informan
yang berkaitan dengan judul penelitian “/mplementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul ™.

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu di
tempat kerja karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan akademis. Untuk itu
kami mengharap informasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu sesuai dengan
pendepat Bapak/Ibu mengenai hal yang kami tanyakan.

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN

1. Nama

2. Umur

3, Jenis Kelamin

4. Status Perkawinan
5. Pendidikan terkahir
6. Jabatan

7. Instansi/lembaga
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

A. Kepala Bidang dan Kepala Seksi

1. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DPIAKBPMD telak terlaksana secara
optimal sesuai tugas dan fungsinya?

2. Apakah kondisi SDM di DP3IAKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung
implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait impiementasi. kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di
dinas?

8. Sejauhmana efektiviizis tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
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B. Penyuluh Keluarga Berencana

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang
ada di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung
impleinentasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di wilayah Anda?

6. Masalah aﬁa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di wilayah Anda?

7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?

8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan
yang ada?

9, Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait
implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten

Gunungkidul?
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C. Kader pelaksana
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKE, PAUD, dan SDIDTK di kelompok
Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?
3. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
4. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTX di wilayah Anda?
5. Adakah hambatan dan kendala vang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
6. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
7. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?

8. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,

dan SDIDTK di kelompok Anda?
9, Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di

dinas?
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PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini merupakan cara untuk menggali informasi mengenai pendapat informan
vang berkaitan dengan judul penehtian “Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul”.

Jawaban yang Bapak/Ibu bertkan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu di
tempat kerja karena peuelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan akademis. Untuk itu
kami mengharap informasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu sesuai denrgan
pendepat Bapak/Ibu mmengenai hal yang kami tanyakan.

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN

1. Nama

2. Unur

3. Jenis Kelamin

4. Status Perkawinan
5. Pendidikan terkahir
6. Jabatan

7. Instans¥lembaga
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

A. Kepala Bidang dan Kepala Seksi

1. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3JAKBPMD telak terlaksana secara
optimal sesuai tugas dan fungsinya?

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung
implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gonungkidul?

4, Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di
dinas?

8. Sejauhmana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?
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B. Penyuluh Keluarga Berencana

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang
ada di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya?

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lind lapangan sudah optimal guna mendukung
implementasi kebijakan layanan keterpaduau BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakau layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupateu Gunungkidul?

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakau layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Guuungkidul?

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di wilayah Anda?

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di wilayah Anda?

7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada?

8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan
yang ada?

9. Menurut Anda apa yang scharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait
unpiementasi kebyakan layanan keterpaduvan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten

Gunungkidul?
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C. Kader pelaksana
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok
Anda? Bisa Anda centakan teknisnya?
2. Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan [ayanan keterpaduan di kelompok
Anda?
3. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
4. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
5. Adakah hambatan dan kendala yanpg ditemut dalam pelaksanaan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
6. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
7. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda?
8. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD,
dan SDIDTK di kelompok Anda?

9. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di

dinas?
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PANDUAN OBSERVASI

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, maka dalam penelitian ini juga
dilakukan metode pengumpulan data melalui observasi. Observasi ini dilaksanakan pada
pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK di kelompok. Melalui observast
terhadap kegiatan ini, diharapkan akan diperoleh informasi dan gambaran mengenai
implementasi .kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

43251.pdf

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

Apakah menurut Anda organisasi yang ada di
DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal
sesuaij tugas dan fungsinya?

Secara struktur organisasi sudah ada dan
sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati.
Tetapi perubahan kelembagaan yang ada
belum sepenuhnya optimal melaksanakan
tugas dan fungsi.

Informan 1

Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini
lapangan sudah optimal guna mendukung
implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

Di lini lapangan jumlah PLKB masih kurang
jika dibandingkan dengan wilayah yang
diampu. Masih ada PKB/PLKB yang
mengampu 2-3 desa.

Informan 1

Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait
implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten

Gunungkidul?

Belum ada, kita masih mengacuke Peraturan
Gubernur. Kalau di kabupaten peraturan
bupati belum punya.

Informan 1

Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan
implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

Kita turunkan dari juknis BKKBN

Informan 1
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Bagaimana peta dan kondisi implementasi
kebijakan Lavanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

1 di setiap kecamatan, itu minimalnya.
Pengembangan dimungkinkan untuk desa-
desa yang siap.

Informan 1

Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD. dan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

Klise...pendanaan masih menjadi masalah
yang menghambat program.

Informan 1

Terksait masalah yang ditemui tindakan apa saja
vang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

Yaah...tetap dilaksanakan program
seoptimal mungkin dengan kerjasama lintas
sector, dengan Dinkes, Dikpora, TP PKK.
Cuma advokasi ke pemerintah desa yang
punya ADD.

Informan 1

Sejauh mana efektivitas tindakan tersebut untuk
mengatasi masalah yang berkaitan dengan
kebijakan layanan kererpaduan BKB, PAUD. dan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

Di beberapa dese dan kecamatan bisa. . .tapi
belum meluas.

Informan 1
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NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

Apakah menurut Anda organisasi yang ada di
DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal
sesuai tugas dan fungsinya?

Sudah ada ketetapannnya...tahun ini ada
perubahan kelembagaan OPD. Tugas dan
fungsi juga jelas.

Informan 2

Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini
lapangan sudah optimal guna mendukung
implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

Sebagaimana yang diketahui SDM kita
terbatas. Ada 3 seksi dengan jumlah staf
yang terbatas.

Informan 2

Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait
implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

Belum ada itu. Gunungkidul masih tertinggal
dibanding Kulonprogo.

Informan 2

Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan
implementasi kebijakan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

Prosedur kita Jakukan sesuai ketentvuan yang
didapat dari perwakilan BKKBN,

Informan 2
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5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi | Saat ini ada tiap-tiap kecamatan ada Informan 2
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan | kelompok percontohan.
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan | Masalah utama kalau kebijakanya di Informan 2
kebijakan layanan keterpaduan BKB. PAUD, dan | regulasi. Kita belum punya perda-nya.
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja | Kalau di seksisayva, pelatihan dimodifikasi. Informan 2
yang diambil oleh pernegang kebijaken di dinas? | Untuk kader BK 3 tidak iagi 1-2 utusan
kelompok tapi semua kader dikirim sehingga
tisa saling sharing szat pelaksanaan di
kelompok. Memang akhirnya bertahap, tidak
semua kecamatan bisa terdanai untuk
pelatihan ini.

8. Sejauh mana efektivitas tindakan tersebut untuk | Belum terukur itu... Informan 2
mengatasi masalah yang berkaitan dengan
kebijakan layanan kererpaduan BKB, PAUD. dan
SDIDTK di kabupaten Gunungkidul?
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NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, Dari sisi organisasi, struktur organisasi sudah | Kelompok 1
apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada | tertata berikut tugas dan fungsinya. (Informan 3,4,5,6,7)
di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal
sesuai tugas dan fungsinya?

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini | Pelaksanaan layanan keterpaduan Kelompok 1
lapangan sudah optimal guna mendukung | dilaksanakan oleh para kader yang sebagian | (Informan 3,4,5,6,7)
implementasi kebijakan Jayanan keterpaduan | besar belum terlatih. Belum optimal.

BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten
Gunungkidul?

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait | Aspek regulasi, implementasi kebijakan Kelompok 1
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan (Informan 3,4,5,6,7)
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | SDIDTK belum didukung oleh peraturan
Gunungkidul? yang jelas di tingkat kabupaten.

4, Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi | Pembinaan rutin ke kelompok kegiatan. Kelompok 1
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | Sesuai mekanisme operasional ada kegiatan | (Informan 3,4,5,6.7)
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? rakor desa, pertemuan kader, dan kunjungan

ke kelompok. Memfasilitasi kegiatan
pelatihan juga.

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi | Tiap kecamatan ada 1 kelompok semacam Kelompok 1
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, | percontohan, dikembangkan secara bertahap | (Informan 3,4,5,6,7)
dan SDIDTK di wilayah Anda? ke desa-desa lainnya.

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan | Yang jelas keterbatasan dana, alokasi dana | Kelompok 1
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kebijekan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

masih minim, sarana prasarana juga terbatas.

(Informan 3,4,5,6,7)

Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah.
yang ada?

Fendekatan ke pemerintah desa untuk akses
dana ADD bagi kegiatan keterpaduan ini.
Kegiatan ini penting dan dibutuhkan
masyarakat sehingga perju lintas sektor
berkoordinasi penguatan pendanaan. Bisu
diawali dengan penguatan regulasi dalam
bentuk peraturan daerah atan keputusan
bupati.

Kelompok 1
(Informan 3.4,5,6,7)

Bagaimana peran Anda dalam melakukan
pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang
ada?

Melaksanakan tupoksi dengan baik.

Kelompok 1
(informan 3,4,5,€,7)

Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan
oleh pemegang kebijekan terkait implementasi
kebijokan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul?

Membuat regulasi yang jelas dan mengikat,
menguatkan pendanaan, program
peningkatan kapasitas SI)M pelaksana terus
ditingkatkan.

Kelompok 1
(Informan 3,4,5,6,7)
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NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, Sudah ada aturan tentang organisasi Kelompok 2
apakah menurut Anda sistern organisasi yang ada | perangkat daerah dan posisi jabatan (informan 8§,
di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal | fungsional. Sistem sudah baik, tupoksi juga | 27,28,29,30)
sesuai tugas dan fungsinya? terlaksana.

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini | Sebetulnya diperlukan kader yang memiliki | Kelompok 2
lapangan sudah optimal guna mendukung | pemahaman tentang perkembangan anak usia | (informan §,
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | dini secara holistik integrative serta 27,28,29,30)
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | pengetahuan tentang pengelolaan layanan
Gunungkidul? keterpaduan ini. Naah ini yang kita belum

oke.

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait | Belum ada Peraturan Daerah maupun Kelompok 2
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | Keputusan Bupati yang mengatur (informan 8,
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | implementasi kebijakan ini di lini lapangan. | 27,28,29,30)
Gunungkidul? _

4, Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi | Melakukan pensyuluhan, KIE (komunikasi, Kelompok 2
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | informasi, edukasi), pembinaan kelompok (informan §,
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? kegiatan, monitoring kegiatan di wilayah 27,28,29,30)

kerja.

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi | Belum tersebar ke semua desa di wilayah Kelompok 2
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, | kerja, masih percontohan tingkat kecamatan | (informan 8,
dan SDIDTK di wilayah Anda? 27,28.29,30)

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan | Klise...masalah dana, minim anggaran itu Kelompok 2
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | yang utama karena program bagus tanpa (informan 8§,
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SDIDTX di wilayah Anda? dukungan anggaran yang memadai tetap 27,28,29,30)
hasil kurang baik, pelaksanaannya banyak
hambatan.
7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalzh Ada peraturan yang kuat dan mengikat. Kelompok 2
yang ada? Trus kerjasama lintas sektor itu penting. (informan 8,
27,28,29,30)
8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan Peran yan sesuai ketugasan. Pembinaan rutin | Kelompok 2
pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang | kita lakukan bersama teman-teman. (informan 8,
_ada? 27,28,29,30)
9. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan Menetapkan dukungan anggaran yang K.elompok 2
oleh pemegang kebijekan terkait implementasi memadai dan koordinasi lintas sektor. (informan 8§,
[ kebijakan layanan keierpaduan BKB, PAUD. dan | Termasuk saat musren, membuat kebijakan | 27,28,29,30)
' SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? missal dzna desa bisa teriakses untuk
pelaksanaan kebijakan ini.
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NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, Kalau bicara sistem sudah baik. Kelompok 3
apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada | Pelaksanaanya pada tugas dan fungsi juga (informan
di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal | sudah baik. 31,31.33,34)
sesuai tugas dan fungsinya?

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini | Kalau pada sisi SDM,dukungannya belum Kelompok 3
lapangan sudah optimal guna mendukung | optimal baik dard sisi kualitas maupun (informan
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | kuantitas. Jumlah penyuluh KB belum sesuai | 31,31,33,34)
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | dengan jumnlah desa, masih kurang. Kader di
Gunungkidul? kelompok juga rata-rata berbekal semangat

dan mengabdi, belum semua punya bekal
yang memadai.

3. Apakah peraturan/regulasi yang beriaku terkait | Belum ada Peraturan Daerah maupun Kelompok 3
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | Keputusan Bupati yang mengatur (informan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | implementasi kebijakan ini di lini lapangan. | 31,31,33,34)
Gunungkidul?

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi | Membersamai kelompok dalam Kelompok 3
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | melaksanakan kebijakan layanan (informan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? keterpaduan ini. Periodik kita lakukan 31,31,33,34)

kunjungan ke kelompok. Yaa.. kegiatan
pembinaan, rakor, fasilitasi kegiatan.

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi | Belum ada penyebaran...masih upaya Kelompok 3
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, | membangkitkan dari kondisi hidup segan (informan
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dan SDIDTK di wilayah Anda? mati tak mau, Karena kebijakan ini baik dan | 31,31,33,34)
penting tapi masih banyak hambatan pada
pelaksanaannya.
Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan | Kompetensi kader, kualitas SDM lah Kelompok 3
kebijakan layanan kelerpaduan BKB, PAUD, dan | menyangkut wawasan dan pemahaman. Juga | (informan
SDIDTXK di wilayah Anda? tentunya dukungan anggaran yang minim. 31,31,33,34)
Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah Ya itu.. kegiatan pelatihan peningkatan Kelompok 3
yang ada? kapasitas SDM kader bisa ditinglatkan. Trus | (informan

dukungan anggaran dari pemerinrah bisa
dikuatkan.

31,31,33,34)

Bagaimana peran Anda dalam melakukan Sejauh ini terus berupayz menguatkan peran | Kelompok 3
pembinaan terhadap kelompok keterpaduan vang | sesuai ketugasan dengan segala keterbatasan | (informsan
ada? yang ada 31,31,33,34)
Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan Membuat peraturan yang tegas terkait Kelompok 3
oleh pemegang kebijzkan terkait implementasi kebijakan ini. (informan

kebijaekan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di Kabupaten Guaungkidul?

31,31,33,34)
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NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, Sudah baik kok untuk optimalnya yaa Kelompok 4
apakah menurut Anda ssstem organisasi yang ada | berproses. Tapi system sudah jelas dan (informan
di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal | terstruktur, Peraturan kelembagaan dan 35,36,37.38)
sesuai tugas dan fungsinya? tupoksi semua ada.

2, Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini | Kalau pada sisi SDM,dukungannya belum Kelompok 4
lapangan sudah optimal guna mendukung | optimal. Jumlah penyuluh KB belum sesuai | (informan
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | dengan jumlah desa, masih kurang. 1 PKB 35.36,37.38)
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | bisa mengampu I-3desa, bisa dibayangkan.

Gunungkidul? Kader di kelompok juga terbatas.Pada belum
dilatih semua.

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait | Belum ada Peraturan Daerah maupun Kelompok 4
implementasi kebijakan layanan keterpaduan | Keputusan Bupati yang mengatur (informan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten | implementasi kebijakan ini di lini lapangan. | 35,36,37,38)
Gunungkidul?

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi | Pembinaan rutin ke keloinpok kegiatan. Kelompok 4
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | Sesuai mekanisme operasional ada kegiatan | (informan
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? rakor desa, pertemuan kader, dan kunjungan | 35,36,37,38)

ke kelompok. Memfasilitasi kegiatan dan
mengadakan atau mengirim kader ke
pelatihan/orientasi.

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi | Tiap kecamatan ada I kelompok semacam Kelompok 4
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, | percontohan, dikembangkan secara bertahap | (informan
dan SDIDTK di wilayah Anda? ke desa-desa lainnya. 35,36,37,38)
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6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan | Keterbatasan dana dan anggaran, jadi alokasi | Kelompok 4
kebijakan layanan keterpaduen BKB, PAUD, dan | dana masth miniin, sarana prasarana juga (informan
SDIDTK di wilayah Anda? terbatas. Kuantitas dan kualitas SDM kader | 33,36,37,38)

juga terbatas,

7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah Advokasi ke pemmerintah desa untuk akses Kelompok 4
yang ada? dana ADD bagi kegiatan keterpaduan ini. (informan

Fenting juga penguatan rzgulasi <alam 35,36,37,38)
bentuk peraturan daerah atau keputusan
bupati.

8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan Melaksanakan tupoksi dengan baik. Kelompok 4
pembinaan terthadap kelompok keterpaduan yang (informan
ada? 35,36,37,38)

9. Menurut Anda apa yang scharusnya dilakukan Membuat regulasi yang jelas dan mengikat, | Kelompok 4
oleh pemegang kebijakan terkait implementasi menguatkan pendanaan, program (informan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | peningkatan kapasitas SDM pelaksana terus | 35,36,37,38)
SDIDTX di Kabupaten Gunungkidul? ditingkatkan, pelatihan-pelatihan dan

tentunya monitoring evaluvasi kegiatan di lini
lapangan.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagdimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 9
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 11 di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu Informan 9
terus SDIDTK dan BKB. Pagi sampai siang
sesuai jadwal.
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya semua 12 ada yang dari BKB | Informan 9
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok dibantu guru PAUD juga dan kader
Anda? Posyandu.
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah 3 orang yang sudah, yang lain belum Informan 9
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum ada. Kami kembangkan sendiri sesuai | Informan 9
pelaksanaan implementasi kebijakan layapan | arahan petugas.
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Dukungan dana terbatas. Fasilitas juga Informan 9
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, terbatas. Kami para kader juga pemahaman
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Kadang kalau musim sibuk | Informan 9

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan

yaa tidak terlaksana. Kegiatan kadang
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layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

bentrok juga di masyarakat.

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dipas?

usulan untuk horor kader KB sudah disetujui
tapi klo kegiatan keterpaduan ini memang
belum ada di ADD

8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB, puskesmas, dinas. Informan 9
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan Tapi tetap terkendala dana.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan (lengan Yaa itu tadi...dana minir, kader belum Informan 9
kebijekan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompok Anda?

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu.kemarin di musrenbang | Informan 9
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NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
Bisa Anda ceritakan teknisnya?

Layanan dilaksanakan 1-2 kali setiap tanggatl

15 dan tanggal 9. Pelaksanaan di balai dusun.

Informan 10

Apakah terpadu 3 jenis layanan?

PAUD dan BKB bareng...kalau Posyandu
beda jadwal.

Informan 10

Berapa orang kader yang terlibat dalam
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?

Kadernya ada 12

Informan 10

Apakah semua kader di kelompok Anda sudah
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

Belum Bu...

Informan 10

Apakah selama ini ada prosedur dan panduan
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?

Belum..sesuai penjelasan PKB

Informan 10

Adakah hambatan dan kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?

Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal.
Dukungan dana terbatas. Kami para kader
juga pemahaman dan wawasan terbatas.

Informan 10

Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK.?

Belum optimal.

Informan 10
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8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB dan dinas korang Informan 10
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan tanyak...dukungan dana yang minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?
9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Dana minim, kader belum terlatih. Informan 10
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
! SDIDTK di kelompol Anda?
| 10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Wedew nopo njih Bu...kalau kayak saya [nforman 10
L yang diambil oleh pemegang kkebijakan di dinas? | mboten ngertos.
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NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali sctiap | Informan 11
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 10. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Posyandu bareng BKB. PAUD nya misah di | Informan 11

hari lain.

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru | Informan 11
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada
Anda? 9.

4, Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan Informan 11
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 11
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau penjelasan PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 11
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sak mampunya. kadang juga | Informan 11
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan | susah membagi jadwal dengan kegiatan lain.
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? | Namanya di desa kan musti bergaul dengan
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yang diambil oleh pemmegang kebijakan di dinas?

pelatihan.

masyarakat.
8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemeriniah | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 11
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kB...dukungan dana yang minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?
9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minim, kader belum Informan 11
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompok Anda?
10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu...tapi pemah diundang | Informan 11
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 12
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Yang bareng hanya SDIDTK dan BKB, Informan 12
ngikut jadwal Posyandu tanggal 15 yang
PAUD hari dan tempat beda.
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam | Kadernya ada sekitar 10 orang Informan 12
pelaksangan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu... Informan 12
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum..sesuai penjelasan PKB Informan 12
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 12
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, | Dukungan dana terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Sak mampunya..sak saged- | Informan 12
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan | saged.
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b layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTX di wilayah Anda?

Fembinaan dari PKB dan dinas kurang
banyak...dukungan dana yang minim.

hdforman 12

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan
kebijzkan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
-‘ SDIDTK di kzlompok Anda?

Yaa itu tadi...dana miniry, kader belum
terlatih,

Informan 12

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja
yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

Inforrman 12
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 13
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu Informan 13
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam
11-an.
3, Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru | Informan 13
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada
Anda? 5.
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan Informan 13
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 13
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau penjelasan PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 13
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas, Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga | Informan 13
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optimal guna mendukung pelaksanaan kebijalan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

susah membagi jadwal dengan kegiatan lain.
Namanya di desa kan musti bergaul dengan
masyarakat.

yang diambil oleh pemegang kebijakzn di dinas?

pelatihan.

\ 8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemeriniah | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 13
| dan petugas lapangan dalam pelaksanaan KB...dukungan dana yang minim.
i kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
i SDIDTK di wilayah Anda?
' 9, Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minim, kader belum Informan 13
' kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompok Anda?
10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Furang paham Bu...tapi permah diundang | Informan 13
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
Bisa Anda ceritakan teknisnya?

Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap
tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.

Informan 14

Apakah terpadu 3 jenis layanan?

lya...dilaksanakan bareng...

Informan 14

Berapa orang kader yang terlibat dalam
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?

Kademya ada 9.

Inferman 14

Apakah semua kader di kelompok Anda sudah
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

Belum Bu...baru 4 orang apa yaa...eh 5
orang.

Informan 14

Apakah selama ini ada prosedur dan panduan
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?

Masih mengacu ke modul pelatihan, kalau
vang resmi begitu belum punya.

Informan 14

Adakah hambatan dan kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?

Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal.
Dukungan dana terbatas. Kami para kader
juga pemahaman dan wawasan terbatas.

Informan 14

Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

Belum optimal. Belum terlatih dan
hangabehi...jadi kader keterpaduan juga
aktifis kegiatan lainnya, tidak ada yang
betul-betul fokus.

Informan 14
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8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang Informan 14
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak...dukungan dana yang minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

9. Masalah apa saja yan32 ada berkaitan dengan Terus terang keterbatasan dana membuat Informan 14
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | kegiatan kurang optimal. Kemudian SDM
SDIDTXK di kelompok Anda? kader juga belum semuanya terlatih.

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Sepertinya masib sama dengan tahun-tahun | Informan 14

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

lalu. Ada program pembinaan, sebentar lagi
katanya juga ada pelatihan.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

susah membagi jadwal dengan kegiatan lain.
Namanya di desa kan musti bergaul dengan

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal Informan 15
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | 13. Pelaksanaan di balai dusun juga lokasi
Bisa Anda ceritakan teknisnya? posyandu.

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Tidak. BKB dan SDIDTK bareng...kalau Informan 15

PAUD nya pisah lokasi di gedung PAUD.

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru | Informan 15
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada
Anda? 12.

4, Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan Informan 15
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 15
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau penjelasan PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 15
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga | Informan 15
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. masyaralat.

1 8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 15
dan peatugas lapangan dalam pelaksanaan KB...dukungan dana yang minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minim, kader belum Informan 15

kebijukan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompol: Anda?

j 10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu...tapi perneh diundang | Informan 15

1 vang diambil oleh petnegang kebijakan di dinas?

pelatihan.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 16

BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15 kadang 2 kali. Pelaksanaan di
Bisa Anda ceritakan teknisnya? balai dusun.

2, Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng, tiga kegiatan di Informan 16
waktu dan tempat yang sama. Kadang yaa
ramai...uyuk-uyukan kurang tertata apalagi
pas kademya tidak komplit.

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam | Kademnya ada 12 totalnya. Informan 16

pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?
4, Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru sebagian Informan 16
mendapatkan pelatihan terkait layanan
leterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum..sesuai penjelasan PKB dan yang Informan 16
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diperoleh di pelatihan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 16
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, | Dukungan dana terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Sak mampunya.. Informan 16
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optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

8. Menurut Anda bagaimana dulungan pemerintah | Pembinaan dari PKB, puskesmas dan dinas | Informan 16
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan kurang banyak...dukungan dana yang
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | minim.
SDIDTK di wilayah Anda?

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minirn, kader belum Informan 16
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.

! SDIDTK di kelompok Anda?

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Mungkin kayak pertemuan kader dilakukan | Informan 16

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? | terus juga pelatiban.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1, Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 17
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? [ya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu Informan 17
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam
11-an.
3, Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 5 tapi dibantu guru | Informan 17
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada
Anda? 9.
4, Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 2 yang pemah pelatihan Informan 17
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 17
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau penjelasan PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 17
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sak mampunya..kadang juga | Informan 17
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optimal guna mendukung pelaksanaan kebijalan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, d:n SDIDTK?

susah membagi jadwa! dengan kegiatan lain.
Mamanyz. di desa kan musti bergaul dengan
masyarakat.

Informan 17

8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas
dar petugas lapangan dalam pelaksanaan KB...dukungan dana yarig minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda? '
9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minim, kader belum Informan 17
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK. di kelompol: Anda?
10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Furang paham Bu...tapi pernah diundang | Informan 17

yang diambil oleh pernegang kebijakan di dinas?

pelatihan.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagzimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 18
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng... Informan 18
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam | Kadernya ada5 Informan 18
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?
4, Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu... Informan 18
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum..sesuai penjelasan PKB Informan 18
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 18
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, | Dukungan dana terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Sak mampunya.. Informan 18
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Menurut Anda bagairnana dukungan pemerintah
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

FPembinaan dari PKB dan dinas kurang
tanyak...dukungan dana yang mimm.

Informan 18

Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di kelompolc Anda?

Yaa itu tadi...dana minim, kader belum
terlatih,

Informan 18

10.

Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja
yang diambil oleh pernegang kebijakan di dinas?

Informan 18
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 19
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15. Peluksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? PAUD dulu di lokasi PAUD terus SDIDTK | Informan 19
dan BKB. Sehari tiga kegiatan tapi
tempatnya beda.
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya adal2 Informan 19
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan. Informan 19
mendapatkan pelatihan terkait layanan Tahun ini semoga ada.
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 19
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau pembinaan PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 19
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas, Kami para kader
PAUD, dan SDIDTX di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal, seperti yang lain. Sak Informan 19

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

mampunya..kadang juga susah membagi
jadwal dengan kegiatan lain..
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Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas
K.B...dukungan dana yarg minim.

Informan 19

Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di kelompok Anda?

Dana minim, kader belum terlatih.

Informan 19

10.

Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja
yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

Tidak tahu

informan 19
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan scbulan sekali setiap | Informan 20
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15 posyandu tanggal 18, Pelaksanaan
Bisa Anda ceritakan teknisnya? di balai dusun.

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Yang bareng PAUD sama BKB di balai Informan 20

dusun. Posyandu siang tidak bareng.

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam | Kadernya ada 5 di Posyandu. PAUD dan Informan 20
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok | BKB 8 orang
Anda?

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu... Informan 20
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIGTK?

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum..sesuai pemahaman kami Informan 20
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui | Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 20
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, | Dukungan dana terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Informan 20

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
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8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dani PKB dan dinas tapi kurang | Informan 20
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan tanyak...dukungan dana sama kayak yarng
kebijukan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | lain masih minim.
SDIDTK di wilayah Anda?

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minirn, kader belum Informan 20
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompok Anda?
Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Waah apa ya Bu...pelatihan dan pembinaan | Informan 20

[ 10.

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

bulanan.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Ya...selama ini pelaksanaan layanan Informan 21
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK
Bisa Anda ceritakan teknisnya? dilakukan oleh para kader. Kegiatan
dilaksanakan sebulan sekali. Di kelompok
kami ada 10 kader, yang terlatih baru 2
orang. Modalnya semangat dan kesungguhan
mengabdi ke masyarakat
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu Informan 21
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam
12.
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya wvang inti ada 10 ngampu | Informan 21
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok semuanya.
Anda?
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 2 yang pernah pelatihan Informan 21
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 21
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atan penjelasan PKB.
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di | Sudah ada BKB kit. Berusaha ikut panduan
wilayah Anda? dan petunjuk yang ada.
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 21
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dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKE,
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?

Dukungan dan terbatas. Kami para kader
juga pemahaman dan wawasan terbatas.

|
i 7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sgk mampunya..kadang juga | Informan 21
| optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan | sussh membagi jadwal dengan kegiatan lain.
i layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? | Namanya di desa kan musti bergaul dengan
masyarakat.
i 8. Menurut Anda bagairana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 21
' dan petugas lapangan dalam pelaksanaan KB...dukungan dana yarig minint.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?
9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minira, kader belum Informan 21
kebijakan layanan keierpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompok Anda?
10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu...tapi perneh diundang | Informan 21
yang diambil oleh pemnegang kebijakan di dinas? | pelatihan.
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 22
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya? ~
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng... Informan 22
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam | Kadernya ada 5 Informan 22
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu... Informan 22
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum..sesuai penjelasan PKB Informan 22
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui | Kegiatan tertaksana tapi kurang optimal. Informan 22
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, | Dukungan dana terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemaharman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Sak mampunya.. Informan 22
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Pembinaan dari PKB dan dinas kurang Informan 22
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dan petugas lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK. di wilayah Anda?

banyak. ..dukungan dana yang minim.

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minirn, kader belum Informan 22
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompok Anda?

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja | - Informan 22

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43251.pdf



REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 23
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 13. PAUD di gedung PAUD lalu
Bisa Anda ceritakan teknisnya? BKB bareng SDIDTK Posyandu.
Pelaksanaan di balai dusun.
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Tidak semua bareng...gentian. Informan 23
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru | Informan 23
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada
Anda? S.
4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu...baru 4 yang pernah pelatihan Informan 23
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 23
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemuti Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 23
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Susah membagi jadwal Informan 23

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

dengan kegiatan lain. Dilakukan sebatas
kemampuan.
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| yang diambil oleh peruegang kebijakan di dinas?

8. Menurut Anda bagaimana dukunganpemerintah | Fembinaan dari PKB ada juga dari dinas KB, | Informan 23
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan puskesmas...dukungan dana yang minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB; PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda?

9. Masalah apaisaja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi sama...dana minim, kader Informan 23
kebijekan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | telum terlatih.
SDIDTK di kelompol: Anda?

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Diadakan pelatihan. Informan 23
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 24
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Tidak, yang bareng PAUD dan BKB Informan 24

nya...kalau SDIDTK di Posyandu

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam | Kademya ada 8 Informan 24
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu. .. Informan 24
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum..sesuai penjelasan PKB Informan 24
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui { Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal, Informan 24
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, | Dukungan dana terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Sesuai yang kami bisa Informan 24

optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

lakukan.
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8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Fembinaan dari PKB dan dinas kurang Informan 24
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak...dukungan dana yang minim.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda? _

Q. Masalah apasaja yang ada berkaitan dengan Sarana prasarana dan dana minim, kader Informan 24
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | telum terlatih.
SDIDTK di kelompol: Anda?

- 10. Terkait masalab yang ditemui tindakan apa saja Tidak paham. Informan 24

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas?
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN
1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan | Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap | Informan 25
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? | tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun.
Bisa Anda ceritakan teknisnya?
2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya...dilaksanakan bareng...PAUD dulu Informan 25
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam
11-an.
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 5 tapi dibantu guru | Informan 25
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada
Anda? 5.
4, Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu,..baru 2 yang pernah pelatihan Informan 25
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?
5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan | Belum...yaa ikut dari yang diperoleh saat Infopman 25
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan | diklat atau penjelasan PKB
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilayah Anda?
6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 25
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas.
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah | Belum optimal. Sak mampunya,.kadang juga | Informan 25
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optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan

susah membagi jadwal dengan kegiatan lain.

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? | Namanya di desa kan musti bergaul dengan
masyarakat.
8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemeriniah | Fembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 25
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan KB...dukungan dana yang minini.
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan
SDIDTK di wilayah Anda? )
9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minirm, kader belum Informan 25
kebijekan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.
SDIDTK di kelompolk Anda?
10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Furang paham Bu...tapi permeh diundang | Informan 25
yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? | pelatihan.
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‘bATA HASIL WAWANCARA

PERTANYAAN

JAWABAN

KETERANGAN

Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?
Bisa Anda ceritakan teknisnya?

Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap
tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun.

Informan 26

Apakah terpadu 3 jenis layanan?

Iya...dilaksanakan bareng...

Informan 26

Berapa orang kader yang terlibat dalam
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok
Anda?

Kadernya ada 5

Informan 26

Apakah semua kader di kelompok Anda sudah
mendapatkan pelatihan terkait layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

Belum Bu...

Informan 26

Apakah selama ini ada prosedur dan panduan
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di
wilavah Anda?

Belum..sesuai penjelasan PKB

Informan 26

Adakah hambatan dan kendala yang ditemui
daiam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB,
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda?

Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal.
Dukungan dana terbatas. Kami para kader
juga pemahaman dan wawasan terbatas.

Informan 26

Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK?

Belum optimal. Sak mampunya..

Informan 26
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| 8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah | Fembinaan dari PKB dan dinas kurang Informan 26

', dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak...dukungan dana yang minim.
kebijekan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan

‘ SDIDTK di wilayah Anda?

( 9, Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi...dana minir, kader belum Informan 26
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan | terlatih.

| SDIDTK. di kelompolk Anda?

£10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja - Informan 26

yang diambil oleh pemegang kebijaken di dinas?
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